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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Perda No 4 Tahun 2018 

Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah 

Selatan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

6.1.1 Komunikasi 
 

Komunikasi dalam pelaksanaan penanganan sampah di Kecamatan Kota Soe 

belum dilaksanakan secara optimal. Hal dilihat dari kurangnya sosialisasi mengenai 

kebijakan pengelolaan sampah yang meliputi tujuan, maksud dan ketentuan di 

dalamnya serta dampak yang ditimbulkan oleh sampah secara integral dan diarahkan 

kepada masyarakat sebagai sasaran kebijakan (target group). Penyampaian informasi 

yang dilakukan oleh pelaksana yaitu dari UPT Kebersihan dan Pertamanan Kota Soe 

selama ini telah mensosialisasikan isi Perda ini kepada Lurah untuk kemudian 

disampaikan kepada masyarakat. Selama ini yang dilakukan Lurah hanya 

menekankan pada himbauan untuk membuang sampah pada tempatnya. Sarana 

penyebaran informasi juga belum dimanfaatkan dengan baik. Hal ini mengakibatkan 

kurangnya pemahaman masyarakat tentang penanganan dan pengelolaan sampah di 

Kota Soe. 
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6.1.2 Sumber Daya 

 

A. Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur penting dalam melaksanakan 

suatu pekerjaan. Sumber daya manusia yang dimiliki di UPT Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat dikatakan masih 

rendah sehingga menimbulkan permasalahan mengenai pengetahuan tentang 

pekerjaan administrasi yang tidak didasarkan pada pendidikan karena pendidikan 

tidak di jadikan sebagai syarat untuk bekerja. menjadi pegawai UPT. 

B. Sumber anggaran, total anggaran dalam penanganan sampah di Kabupaten TTS 

dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Timor Tengah 

Selatan tahun 2021 sebesar Rp. 1.692.850.000. Sumber daya anggaran ini 

digunakan untuk berbagai kegiatan seperti belanja pegawai, belanja barang dan 

jasa, dan belanja modal. ketersediaan anggaran penanganan dan pengelolaan 

sampah di Kabupaten TTS yang juga mencakup penanganan dan pengelolaan 

sampah di Kecamatan Kota Soe. 

C. Yang menjadi pengeluhan baik dari petugas UPT Kebersihan dan Pertamanan 

maupun pengguna bak penampungan sampah terkait sarana dan prasarana 

pengelolaan sampah yaitu pertama pengadaan barang baru untuk menggantikan 

barang yang sudah rusak yang mengakibatkan kekurangan kuantitas 

pengangkutan sampah pada setiap masing-masing bak penampungan sampah. . 

Kedua, rusaknya TPS-TPS dan luas bak penampungan sampah yang tidak terlalu 

luas mengakibatkan sampah berceceran diluar dari bak penanpungan sampah. 
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6.1.3 Komitmen 

 

Berdasarkan hasil observasi para pelaksana memiliki komitmen dan dukungan 

yang sangat besar terhadap kebijakan tersebut. Hal ini dilihat dari penyelesaian tugas 

dan tanggung jawab tidak semata-mata karena tugas yang dijalankan, tetapi lebih 

terlihat sebagai bentuk dukungan mereka dalam melaksanakan tugas, meskipun tidak 

didukung oleh fasilitas dan keuangan yang memadai. . 

6.1.4 Operasi Standar (SOP) 

 

Berdasarkan hasil observasi Standard Operating Procedure Statement (SOP) 

tersusun dengan baik dan akurat. Tetapi masih ada kendala terutama dalam prosedur 

waktu yaitu dalam SOP waktu 5 hari pengangkutan sampah dan menciptakan 

kebersihan di Kota Soe. Namun dari hasil observasi peneliti menemukan bahwa 

ternyata masih terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh para petugas UPT 

Kebersihan dan Pertamanan, Petugas Pengelola Sampah kewalahan dalam melakukan 

pengangkutan sampah karena kurangnya petugas pengangkut sampah yang 

mengakibatkan tidak tercapainya jangka waktu yang ditentukan sesuai SOP. 
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6.2 SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka saran penulis dalam 

kaitannya dengan implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2018 adalah: 

1. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, secara khusus UPT Kebersihan 

dan Pertamanan Kota Soe harus berupaya membangun komunikasi yang baik 

dengan masyarakat dan pelaku usaha. Hal ini agar apa yang menjadi maksud serta 

tujuan dari Perda Nomor 4 Tahun 2018 dapat tercapai. 

2. UPT kebersihan dan Pertamanan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan 

sebaiknya segera mengatasi sarana/prasarana yang mengalami kerusakan dan 

mengajukan pengadaan barang baru ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman kabupaten Timor Tengah Selatan agar permasalahan sampah yang 

ada di Kota Soe dapat diatasi dengan baik. 

3. UPT kebersihan dan Pertamanan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan 

sebaiknya lebih meningkatkan kualitas dari para pegawai agar lebih cepat dan 

tepat dalam mencapai misi yang di dukung dengan Peraturan Bupati Timor 

Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana 

Teknis Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor 

Tengah Selatan, agar para pegawai bisa lebih baik lagi dalam menangani sampah 

di Kota Soe sehingga bisa mewujudkan Masyarakat Kota Soe yang bisa hidup 

lebih baik dan bebas dari sampah. 

4. UPT kebersihan dan Pertamanan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan 

Perlu membangun s kerja sama yang baik antara ketiga unsur yang terlibat dalam 
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pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2018 yakni UPT Kebersihan dan Pertamanan, 

Lurah dan Rt serta Rw sekota Soe. Hal ini agar apa yang menjadi tujuan dari 

Perda ini dapat terlaksana. 
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